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ABSTRAK

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009  tertanggal 18 Juli 2009 tentang Pelayanan Publik. Universitas Mulawarman adalah suatu badan layanan umum yang berada dibawah koordinasi Kementrian Pendidikan Nasional, sedangkan  PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk adalah Korporasi yang berada di bawah Bank Central yakni Bank Indonesia. Kedua lembaga ini melakukan kerjasama yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis yaitu “Perjanjian kerjasama pelayanan pembayaran biaya pendidikan antara Universitas Mulawarman dengan  PT. Bank Mandiri, Tbk . 
Dalam penyelesaiannya upaya hukum yang ditempuh terkait wanprestasi yang dilakukan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk ini, berdasarkan informasi dan fakta di lapangan kedua belah pihak menyelesaikan persengketaan ini dengan upaya damai musyawarah untuk mufakat sebagai proses awal perbaikan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama berikutnya. Upaya Damai ini sesuai dengan  Pasal 12 ayat (2),ayat (3) dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Saran penulis berdasarkan hasil penelitian dan kondisi riil di lapangan maka penulis memberikan masukan bahwa seyogyanya para pihak yang mengikat diri dalam perjanjian kerjasama ini sudah memikirkan hal-hal yang akan terjadi karena isi dari perjanjian kerjasama ini merupakan UU bagi kedua belah pihak.

BAB I
PENDAHULUAN
Latar Belakang
Untuk meningkatkan kualitas  dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai   dengan asas-asas umum pemerintahan dan  korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan persetujuan bersama DPR-RI dan PRESIDEN RI, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No. 25 tahun 2009  tentang Pelayanan Publik.

Menurut Undang - Undang tersebut Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan  pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan  bagi setiap warga negara dan penduduk  atas barang, jasa, dan/atau pelayanan  administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tersebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi,  lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,  energi, perbankan, perhubungan, sumber daya  alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya. 

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi  penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung  jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan  kegagalan  penyelenggaraan  pelayanan.
Dalam uraian diatas mengenai pelayanan publik yang melibatkan pihak penyelenggara dan pihak lain. Disini dapat diartikan pihak penyelenggara adalah Universitas Mulawarman Samarinda dan pihak lain yang dimaksud adalah PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, Cabang Samarinda, dan kedua belah pihak sepakat melaksanakan perjanjian kerjasama yang memfokuskan pada pelayanan pada masyarakat. Adapun pelayanan yang dimaksud disini adalah memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada Peserta didik dalam hal pembayaran kewajiban dari peserta didik itu sendiri, namun pembayaran yang tadinya menggunakan tehnik manual sekarang menggunakan system elektronik yang dinamakan system online                 ( host to host ).

Perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawarman  (Unmul ) Samarinda dengan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk,  cabang Samarinda ini, menimbulkan perikatan yang mengikat kedua belah pihak untuk mematuhinya. Masing – masing pihak telah diatur hak dan kewajibannya dalam pasal pasal di perjanjian kerjasama tersebut, dan terikat dan tunduk pada ketentuan-ketentuan  yang ada dalam perjanjian tersebut.
Dalam pelaksanaan suatu perjanjian terjadi hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak.Demikian pula dalam pelaksanaaan perjanjian kerjasama pelayanan perbankan pembayaran biaya pendidikan yang mengunakan system host to host ini, telah terjadi wanprestasi ( kelalaian ). 
Berdasarkan hasil penelitian, fakta dilapangan ditemukan salah satu pihak yaitu Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Samarinda dalam hal ini tidak melaksanakan salah satu kewajiban yang tertuang dalam ketentuan-ketentuan perjanjian kerjasama tersebut. Kelalaian (wanprestasi ) ini antara lain : Kurang maksimalnya pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dalam hal publikasi, sosialisasi, sarana, prasarana, petugas yang ditunjuk sehingga merugikan pihak Universitas Mulawarman dan pihak peserta didik  yang berdomisili di daerah terpencil.
Selanjutnya dalam perjanjian kerjasama ini juga disebutkan bahwa pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, dibebaskan dari tanggung jawab atas transaksi yang gagal di proses, karena status rekening pembayar tidak aktif dan atau tutup dan atau dana dalam rekening pembayar tidak mencukupi maupun adanya karena kesalahan data kewajiban dan adanya gangguan pada system administrasi akademik. 
Sedangkan dalam pelaksanaan di lapangan hal ini sangatlah riskan, seyogyanya pihak PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk, juga ikut bersama-sama menyelesaikan permasalahan elektronik tersebut, misalnya saja peserta didik  melaksanakan pembayaran system online, namun tiba-tiba PLN mati, padahal peserta didik ini menggunakan fasilitas kartu ATM ( Mesin Anjungan Tunai Mandiri ), sementara saat itu hari libur. Kalau kasus seperti ini, banyak pihak  yang terlibat. Uang pembayaran sudah tercatat di terima, begitu keesokan harinya, di cetak di kantor unit tidak ada transaksi. Padahal hari peserta didik melakukan pembayaran adalah hari terakhir pembayaran kewajiban. Ini sangat merugikan pihak ketiga dalam hal ini peserta didik.
BAB II

RUMUSAN PERMASALAHAN
Pengertian Perjanjian
Secara umum pengertian perjanjian menurut para sarjana agak berbeda.  Menurut M. Yahya Harahap perjanjian mengandung pengertian:
“ Suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih memberikan kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.”

Menurut  R. Setiawan pengertian perjanjian adalah :“ Suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih, saling mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Pandangan  Prof. Subekti  lain  lagi,  menurutnya perjanjian adalah :
“ Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.”

Prof. Sudikno memberikan pandangan berbeda tentang pengertian perjanjian yaitu : “ Hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”

Pengertian perjanjian diatas memang berbeda karena pendapat antara sarjana yang satu dengan yang lain berdasarkan sudut pandang yang berbeda. Pasal 1313 KUH Perdata dapat dijadikan bahan perbandingan dalam membahas pengertian perjanjian. Pengertian perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah :
“ Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”

Munculnya pendapat-pendapat di kalangan para sarjana diatas di karenakan pengertian perjanjian dalam KUH Perdata dirasa kurang lengkap.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas serta melihat pengertian perjanjian berdasar pasal 1313 KUHPerdata maka penulis lebih condong kepada pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa perjanjian terjadi hubungan hukum yang menimbulkan interaksi antara para pihak yang berkepentingan serta didasarkan pada kesesuaian pendapat antara pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban yang patut di taati.  Kesepakatan yang timbul dalam perjanjian tersebut selanjutnya akan mengikat masing-masing pihak yang berkepentingan, khususnya pihak  yang  ada di dalam perjanjian tersebut.
Syarat – Syarat  Sahnya Suatu Perjanjian

         Dalam Pasal 1320 KUHPerdata, disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

3. Adanya suatu hal tertentu.
4. Adanya suatu sebab yang  halal.

Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orang atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat obyektif karena mengenai perjanjiannya sendiri oleh obyek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu. 
Kalau syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan, sedang kalau syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya perjanjian tersebut sejak semula dianggap tidak pernah dilakhirkan dan juga tidak pernah ada perikatan yang ditimbulkan.
Asas- Asas Dalam Hukum Perjanjian
1. Asas Konsensualisme



Asas ini berarti  bahwa perjanjian itu terjadi atau ada sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak, atau sejak delik tercapainya kata sepakat mengenai pokok perjanjian dan itu terdapat dalam pasal 1320 jo pasal 1338 ayat 1.
2. Asas Kebebasan Berkontrak



Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang berbunyi “ Semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.”

3. Asas Pacta Sunt Servanda



Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

4. Asas Itikad Baik



Asas ini dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 1338 ayat 3 KUHPerdata yang berbunyi “ Semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”

5. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan, karena lalai atau sengaja dan tidak berada dalam keadaan  memaksa.


Menurut pendapat para sarjana pada umumnya, bentuk wanprestasi dapat berupa empat macam yaitu :

a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan.

b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan.

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat.

d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.


Jadi untuk mengetahui adanya wanprestasi perlu diperhatikan apakah dalam perjanjiannya telah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi atau tidak. Apabila dalam perjanjian tidak ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi maka debitur perlu diberi peringatan terlebih dahulu agar memenuhi prestasinya. Sebaliknya jika dalam perjanjian telah ditentukan tenggang waktu pemenuhan prestasi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1238 KUH Perdata, debitur dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang di tentukan.

Ada pendapat lain mengenai syarat - syarat terjadinya wanprestasi  yaitu :
1. 
Debitur sama sekali tidak berprestasi, dalam hal kreditur tidak perlu menyatakan peringatan atau teguran karena hal ini percuma sebab debitur memang tidak mampu berprestasi;
2.
Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini debitur sudah beritikad baik untuk melakukan prestasi, tetapi ia salah dalam melakukan pemenuhannya;
3.
Debitur terlambat berprestasi, dalam hal ini debitur masih mampu memenuhi prestasi namun terlambat dalam memenuhi prestasi tersebut.

Sehubungan dengan kemungkinan pembatalan lewat hakim sebagaimana ditentukan dalam pasal 1267 KUHPerdata tersebut. Maka timbul persoalan apakah perjanjian tersebut sudah batal karena kelalaian pihak debitur atau apakah harus di batalkan oleh hakim. Dengan kata lain putusan hakim bersifat declaratoir ataupun bersifat constitutive.
R. Subekti mengemukakan bahwa pendapat yang paling banyak dianut, bukannya kelalaian debitur, tetapi putusan hakimlah yang membatalkan perjanjian, sehingga putusan hakim itu bersifat constitutive dan bukannya declaratoir.
BAB  III

PEMBAHASAN
Dalam rangka memberikan kemudahan dan kecepatan pelayanan kepada peserta didik dalam pembayaran kewajiban peserta didik, Universitas Mulawarman Samarinda bekerjasama dengan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, cabang Samarinda, mewujudkan misi ini dengan fasilitas layanan perbankan yang menggunakan system host to host atau layanan secara elektronik ( online ), jadi peserta didik, tidak perlu lagi datang jauh-jauh untuk membayar biaya pendaftaran maupun biaya perkuliahan, cukup dengan datang  ke kantor unit  PT. Bank Mandiri ( Persero ), terdekat dan tidak jauh dari  tempat tinggal peserta didik.
Perjanjian Kerjasama ini dituangkan dalam suatu naskah perjanjian yang di tandatangani kedua belah pihak, dengan menitikberatkan tentang Pelayanan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas dan layanan perbankan yang menggunakan system host to host ini . 
Seperti telah diketahui bahwa kerjasama Universitas Mulawarman dengan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, ini dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Isi dan naskah perjanjian kerjasama ini ditentukan kedua belah pihak.Masing-masing pihak menyetujui dan menyepakati isi dari perjanjian kerjasama ini. Naskah ini di buat rangkap 2 masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) salinan asli, bermaterai cukup.
Kelemahan dan kekurangan dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini penulis berpendapat bahwa adanya faktor penghambat/kendala yang terjadi  yaitu antara lain :

· Belum maksimal kinerja pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Samarinda dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama dalam hal pelayanan perbankan yang menggunakan system host to host  ( Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 dalam Perjanjian Kerjasama ).
· Kurangnya persiapan yang dilaksanakan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Samarinda dalam sarana, prasarana yang memadai untuk daerah terpencil seperti 2 kabupaten yaitu Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung. (Kantor Cabang/ Unit  PT. Bank Mandiri belum ada).
· Kurangnya Informasi dan Koordinasi petugas (SDM) dari Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, antara kantor cabang di Samarinda ke kantor cabang unit lainnya di 14 Kotamadya/Kabupaten khususnya di daerah tertentu, dalam hal pelayanan perbankan menggunakan system host to host ini.
· Dalam pelaksanaan pelayanan system host to host ini PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, hanya memfokuskan untuk daerah kota saja, sehingga pelayanan untuk daerah terpencil seperti 2 kabupaten diatas tidak terpenuhi.
Dalam KUHPerdata Pasal 1243 BW “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Adapun penyelesaian hukum terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kedua belah pihak ini, sebagaimana telah diketahui bahwa subyek-subyek dalam perjanjian terdiri dari pihak Universitas Mulawarman Samarinda dan pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Samarinda.
Kedua belah pihak merupakan pihak-pihak  yang berhak atas pemenuhan prestasi dari sebuah perjanjian kerjasama. Oleh karena itu masing-masing pihak tunduk dan bersama-sama memenuhi hak dan kewajiban yang diatur oleh perjanjian kerjasama secara sukarela sesuai dengan isi perjanjian yang dimaksud oleh para pihak. 
Begitu pula perjanjian kerjasama ini dalam pasal 13 menyebutkan hal-hal yang belum cukup diatur , para pihak sepakat untuk menuangkan dalam suatu addendum perjanjian, maupun dalam bentuk  lampiran dengan persetujuan tertulis para pihak yang merupakan suatu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

Mempelajari dari salah satu Pasal 12 tentang Penyelesaian Perselisihan Dan Domisili Hukum ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dalam perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa apapun yang menjadi kendala di lapangan selama proses pelaksanaan pembayaran kewajiban peserta didik yang menggunakan layanan perbankan dengan system host to host ini, kedua belah pihak telah sepakat untuk menindaklanjuti secara kekeluargaan yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan terhadap penyelesaian hukum terkait wanprestasi yang dilakukan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Samarinda, menempuh upaya penyelesaian wanprestasi ini dengan “Musyawarah” sebagai langkah awal dalam proses hukum lebih lanjut.
BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Perjanjian itu merupakan sumber perikatan yang terpenting. Dari apa diterangkan di atas, penulis dapat melihat bahwa perjanjian adalah suatu hal yang konkrit atau suatu peristiwa. Perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki oleh dua orang atau dua pihak yang membuat suatu perjanjian, Apabila dua orang mengadakan suatu perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum.
Hasil penelitian berdasarkan fakta di lapangan sebagaimana dengan isi perjanjian kerjasama antara Universitas Mulawaman dengan PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Samarinda, dapat ditarik kesimpulan :
1. Dalam melaksanakan suatu perjanjian dan perikatan yang dilakukan oleh salah satu pihak, terdapat kelalaian dalam Pasal 2 ayat (1) Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5  ayat (1) yang mana pihak PT. Bank Mandiri kurang maksimal dalam melaksanakan pelayanan fasilitas perbankan ini yang mengunakan system host to host, baik sarana prasarana, publikasi/sosialisasi  serta petugas untuk daerah terpencil. 

2. Pihak Universitas Mulawarman sudah maksimal dalam melaksanakan semua kewajiban dan haknya dalam perjanjian ini, namun dari Pihak PT. Bank Mandiri ( Persero) Tbk, cabang Samarinda, belum maksimal melaksanakan kewajibannya, sehingga menimbulkan kerugian bagi Pihak Universitas Mulawarman Samarinda.
3. Perjanjian kerjasama tentang pelayanan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas dan layanan perbankan dengan menggunakan system host to host ini, sangat bermanfaat untuk peserta didik di daerah jika jangkauan pelaksanaannya dapat terpenuhi.

4. Penyelesaian hukum akibat wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kerjasama ini, disepakati kedua belah pihak dengan upaya damai, musyawarah untuk mencapai mufakat. Sesuai isi pasal 12 dalam perjanjian kerjasama ini. Sebagai langkah awal dalam proses hukum lebih lanjut.
5. Dalam perjanjian kerjasama ini antara Pihak Universitas Mulawarman Samarinda dengan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, cabang Samarinda penulis mengutip dari pandangan sarjana hukum Prof. Sudikno, bahwa perjanjian kerjasama ini menimbulkan interaksi antara pihak yang berkepentingan serta didasarkan pada kesesuaian pelaksanaan di lapangan dengan perjanjian kerjasama yang pada akhirnya menimbulkan hak dan kewajiban yang patut di taati kedua belah pihak yang terikat.
Saran
Dari beberapa kesimpulan diatas mengenai perjanjian yang sudah di sepakati kedua belah pihak yaitu Pihak Universitas Mulawarman dengan PT. Bank Mandiri ( Persero ) Tbk, cabang Samarinda, penulis memberikan saran sebagai berikut :
1. Sebaiknya dalam Perjanjian Kerjasama ini masih dapat di tambahkan pasal mengenai letak lokasi atau titik-titik daerah yang akan dilaksanakan publikasi atau sosialisasi pelayanan pembayaran biaya pendidikan melalui fasilitas perbankan yang menggunakan system host to host.

2. Seyogyanya perjanjian kerjasama tertulis yang dilaksanakan kedua belah pihak tersebut, untuk memaksimalkan pelaksanaan pelayanan perbankan ini, diadakan pertemuan per 2 (dua) bulan sekali supaya jika ada kendala, bisa langsung di kondisikan kedua belah pihak, wacana ini dapat di masukkan dalam butir mekanisme di lembar lampiran pada perjanjian kerjasama tersebut.

3. Seharusnya perjanjian kerjasama ini antara Pihak Universitas Mulawarman dan Pihak PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, diharapkan untuk kelanjutan kerjasama ini masing-masing pihak yang terikat dalam pelaksanaannya lebih memperhatikan isi dari pasal-pasal yang sudah dibuat dan disepakati bersama, karena isi pasal dalam suatu perjanjian tertulis merupakan Undang Undang yang harus ditaati kedua belah pihak, sehingga kelemahan dan kekurangan dalam tehnis di lapangan dapat di minimalkan.
4. Diharapkan untuk kerjasama berikutnya kedua belah pihak sudah memperbaiki dan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan pelayanan fasilitas perbankan ini, untuk terciptanya kemudahan-kemudahan sarana dan prasarana serta kesejahteraan peserta didik khususnya, dan masyarakat pada umumnya.
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